













A. 	Latar Belakang Kedatangan TKI Ilegal ke Malaysia
Kedatangan dan imigrasi orang Indonesia ke Malaysia pada abad ke-20 ini bukanlah merupakan satu hal yang baru. Kedatangan mereka dalam abad ke-19 ke lingkungan masyarakat melayu di Malaysia tidak menimbulkan masalah karena kehidupan berpolitik, sosial, ekonomi, keturunan, agama dan budaya adalah sama perbedaan yang ada hanyalah merupakan ‘Local Variations” dari sudut adat, budaya, logat bahasa dan kepercayaan. Biasanya, mereka tidak menganggap daerah-daerah di nusantara ini sebagai suatu kawasan yang asing karena banyak kesamaan. Oleh karena itu, apabila dikaji mengenai kedatangan di kalangan orang Indonesia ini akan didapati istilah “merantau”. Konsep inilah yang digunakan oleh suku-suku Minangkabau, Jawa, Bugis dan Bawean ke Malaysia.14 
Pertambahan kedatangan tenaga kerja ini berkelanjutan dan sejak pertengahan tahun 1970-an telah menimbulkan isu besar. Selain implikasi demografi yang jelas, kedatangan TKI ilegal ini mempunyai implikasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia sendiri. Serta belakangan ini, pemerintah Malaysia mengambil beberapa langkah untuk memastikan kesan penghijrahan lebih selaras dengan tujuan pembangunan Malaysia. Pemerintah ingin mengembangkan sektor perladangan dan pertanian, namun karena kurangnya tenaga kerja sektor ini, maka terpaksa direkrutlah buruh asing. 
14 Khazim M. Tamrin, 1987: 1-2.
Kedatangan TKI ilegal dapat dilihat sebagai satu proses yang membawa faedah ekonomi bersama atau sebagai suatu masalah ekonomi dan perubahan sosial terhadap kedua negara. Sejauh mana keadaan ini tercapai, tergantung kepada cara dan jenis proses kedatangan, status buruh asing dari segi hukum perburuan dan waktu tinggal.
Informasi mengenai aliran kedatangan buruh ke Malaysia tidak tercatat dan jumlah yang  sebenarnya tidak diketahui dengan akurat. Salah satu cara kedatangan TKI ilegal ke Malaysia ialah dengan memasuki jalur-jalur tertentu. 
Arah aliran utama kedatangan mereka adalah seperti berikut :                                                                                                                         
1. Dari Sumatra, Jawa dan Madura ke Semenanjung Malaysia.   	
2. Dari Kalimantan ke daerah Sarawak.
3. Dari Sulawesi, Maluku, Flores dan NTT ke Sabah.
Kedatangan TKI ilegal terus meningkat sejak lima tahun terakhir, karena mereka di upah secara ilegal dalam sektor konstruksi dan perladangan. Bahkan dapat juga yang berkerja sendiri dan terlihat dalam sektor jasa seperti menjadi pembantu rumah tangga. Pada dasarnya, buruh asing yang terdapat di Malaysia dapat di bagi atas tiga kategori yaitu sebagai berikut :
1. 	Golongan bukan warga negara Malaysia yang telah tinggal di Malaysia serta mempunyai kartu pengenal berwarna merah. Mereka terdiri dari berbagai keturunan termasuk keturunan India, Cina dan Indonesia. Dibawah Hukum perburuan 1968, mereka tidak dibenarkan untuk diperkerjakan oleh Departemen Tenaga Kerja. Namun peraturan kerja dapat diberi jika mereka mendapat izin kerja atas alasan tertentu.
2. 	Golongan yang bukan warga negara yang masuk ke Malaysia dengan mengunakan paspor yang sah. Golongan ini bekerja jika mempunyai surat izin yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Mereka dibenarkan berkerja dalam jangka waktu tertentu (dua tahun) dan dalam bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran yang tidak ada pada pekerja lokal. Apa bila habis tempo, izin mereka tidak akan disambung kembali kecuali atas sebab-sebab tertentu. Kategori ini banyak melibatkan pekerja yang menandakan perjanjian kerjasama dengan pemerintahan Malaysia.
3. 	Tenaga asing yang masuk secara ilegal atau mereka yang mengunakan dokumen palsu, surat-surat izin yang kadarluarsa dan mereka yang diselundupkan masuk ke Malaysia, kebanyakan mereka bertumpu disektor konstruksi, perkebunan dan pembantu rumah tangga.15

	Penggiriman TKI ilegal yang menuju Malaysia dapat di lihat dari bentuk operasionalnya, pegiriman TKI ilegal ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :
1.	Dilakukan oleh suatu jaringan gelap yang terorganisir rapi. Jaringan ini perjalanan mulai dari Indonesia sampai kenegara tujuan dengan jalur tertentu yang sangat dirahasiakan dengan tanpa surat-surat resmi.





15  Pandriono, 1999:22.
	Dilakukan secara sendiri atau kelompok kecil secara mandiri dengan menggunakan visa turis. Menggunakan visa turis makin banyak dilakukan karena paling aman dalam prosedur pemberangkatan.16

B.	Faktor-Faktor Penarik TKI Ilegal ke Malaysia.  
      Banyaknya para pendatang atau TKI ilegal Indonesia ke Malaysia sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor internal di Malaysia yang menarik minat warga Indonesia untuk datang ke Malaysia. Faktor-faktor intenal Malaysia yang mempengaruhi kedatanggan warga negara Indonesia itu, diantaranya :
1.	Peluang kerja yang luas.







16  Dokumentasi Deplu RI,1997:80-81.
17 Dokumen Laporan Deplu RI, 1999: 34-35).
	Untuk menampung kekurangan ini, pihak majikan ladang mengambil beberapa tindakan, termasuk membawa tenaga kerja ilegal dan dipekerjakan sehingga menimbulkan berbagai kontroversial. Antara lain ialah isu yang dibangkitkan oleh persatuan petani Malaysia (MAPA) mengenai masalah kelambatan pendaftaran buruh asing yang memakan waktu selama tiga bulan.Tindakan ini telah menganggu jalannya pekerjaan dan produktivitas di ladang yang memerlukan buruh asing yang disebabkan kelangkaan tenaga kerja setempat. Oleh karena itu, kerugian yang disebabkan oleh kekurangan tenaga buruh di sektor perladangan telah mendorong pihak pengelola asing dari Indonesia. Dengan kekurangan tenaga kerja di sektor perladangan dan konstruksi, secara tidak langsung telah menyediakan peluang pekerjaan yang tinggi kepada pekerja asing yang sanggup bekerja dalam sektor tersebut.
	Di Malaysia terdapat banyak kekosongan berdasarkan jenis pekerjaan sangat mencolok terutama dalam bidang produksi, pengendalian alat pengangkutan, dan buruh kasar. Ini diikuti oleh pemberi jasa dan kerja pertanian dan perhutanan, nelayan, dan pemburu. Kekosongan pekerja ini telah menghasilkan peluang pekerjaan yang lebih tinggi terutama bagi buruh kasar.

2.	Tingkat Upah Yang Tinggi
	Manusia bekerja untuk mendapat imbalan dalam bentuk gaji atau upah di samping mendapat kepuasan. Tingkat upah yang tinggi merupakan salah satu daya tarik orang untuk bekerja. Dengan tingkat rata-rata gaji harian atau bulanan bagi pekerja di perladangan karet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan meningkatkan taraf hidup pekerja di kawasan perkebunan. Tingkat upah yang semakin tinggi akan menarik buruh asing masuk ke Malaysia.
	Selain itu riset yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Malaysia, menunjukan 54% pengusaha mengambil pekerja asing yang pada umumnya adalah warga negara Indonesia. Tinjauan ini juga bahwa pekerja asing kebanyakan bekerja sebagai tukang kayu, pandai besi, pengaduk semen, dan penyusun bata. Upah yang dibayarkan pada pekerja Indonesia ini pada umumnya lebih rendah dari pada yang dibayar kepada warga negara Malaysia.
   	Perbedaan tingkat upah diantara pekerja Indonesia dengan pekerja lokal yaitu upah yang dibayar kepada pekerja Indonesia lebih rendah. Ini menyebabkan pihak majikan cenderung untuk mengupah pekerja asing yang upahnya lebih murah, walaupun pekerja Indonesia lebih rendah dari upah pekerja lokal, tingkat upah ini tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat upah dinegara asal mereka. Dengan demikian, tingkat upah yang tinggi ini merupakan satu faktor utama yang menentukan masuk nya tenaga asing ke Malaysia.

	3. 	Taraf Kehidupan, Latar Belakang Sejarah dan Budaya.
 Malaysia merupakan sebuah negara berkembang yang mempunyai taraf kehidupan yang agak tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga disekitarnya, kecuali Singapura. Tingkat kehidupan ini bukan saja dilihat dari segi pendapatan pekerja, tetapi juga pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan serta sarana listrik dan airminum. Fasilitas-fasilitas ini menjadi faktor yang menyebabkan tenaga kerja asing yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik dibandingkan keadaan negara asalnya. Tingkat kehidupan yang tinggi ini terlihat dari pendapatan per kapita Malaysia yang kedua tertinggi setelah Singapura.
Disamping itu, latar belakang sejarah dan budaya Malaysia juga merupakan faktor yang menarik tenaga kerja ilegal Indonesia ini. Oleh karena kemiripan latar belakang sejarah dan budaya, maka tenaga kerja ilegal ini merasa seperti di negara sendiri apabila berada di Malaysia. Selain itu, budaya dan bahasa asing yang dialami di Negara-negara lain, menyebabkan Malaysia menjadi negara pilihan untuk mendapatkan kerja bagi buruh asing.
Para majikan di Malaysia lebih suka mengambil tenaga kerja asing karena upah yang dibayar lebih rendah, selain itu, pihak majikan juga tidak perlu mengeluarkan uang kepada “Kumpulan Uang Simpanan Pekerja” dan asuransi. Seandainya para buruh ini mengalami suatu kecelakaan sewaktu bekerja, pihak majikan tidak perlu membayar ganti rugi karena pekerja yang bersangkutan tidak mempunyai hak yang telah ditetapkan didalam perjanjian.
Selain itu tenaga kerja ilegal ini tidak mungkin membuat pengaduan kepada pihak berwajib. Sebab, dengan berbuat demikian mereka akan ditangkap oleh pihak berwajib. Pihak majikan juga bisa sewenang-wenang memberhentikan (PHK) mereka pada sewaktu-waktu tanpa memberikan bayaran. Maka tidak mustahil sekiranya ada sebagian majikan yang turut membantu membawa buruh asing ke Malaysia dengan menyediakan dokumen palsu untuk mereka. Hal ini terbukti setelah diketahui bahwa banyak diantara tenaga kerja asing yang tertangkap itu memiliki tanda pengenal palsu.
		
4. 	Keenganan Tenaga Kerja Malaysia Bekerja di Perkebunan
	Tenaga kerja asing sangat diperlukan di perkebunan. Hal ini karena pada tahun 1990-an, terjadi kemerosotan secara serius, jumlah tenaga buruh lokal di sektor perkebunan ini. Pada tahun 1994, sektor perkebunan di semenanjung mengalami kekurangan tenaga kerja sebanyak 364.326 orang. Dari jumlah ini, sebanyak 141.641 orang di perlukan di perkebunan karet, 197.990 orang di perkebunan kelapa sawit, 11.000 orang bagi tanaman kelapa, 11.976 orang bagi kakao dan 1.719 bagi jenis tanaman lain. Berdasarkan negara bagian, kekurangan tenaga kerja paling serius berlaku di Johor yaitu sebanyak 105.423 orang, perak (59.547 orang), selangor (58.735 orang), dan negeri sembilan (58.205 orang). Tempat-tempat inilah yang menjadi sasaran utama buruh asing itu. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah terjadi kekuranggan tenaga kerja, sedangkan dalam waktu bersamaan, Malaysia mengalami kadar pengganguran  yang agak tinggi.
	Menurut Departemen Tenaga Kerja Malaysia, tidak seorang pun dari 80.000 orang pencari kerja yang mendaftarkan diri di Departemen itu untuk bekerja di perkebunan karena tidak berminat. Hal itu menimbulkan anggapan bahwa pekerja lokal, khususnya dikalangan kelompok usia muda suka memilih pekerjaan jika dibandingkan dengan pekerja asing. Sebagian besar tenaga kerja Malaysia tidak mau bekerja sebagai buruh padahal telah tersedia sebanyak 50.000 peluang pekerjaan disektor tersebut.




Golongan muda di Malaysia sekarang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan 25 tahun yang lalu. Banyak dari mereka sekurang-kurangnya lulusan sekolah menegah atas dan perguruan tinggi. Dengan kelulusan yang sedemikian, mereka lebih cenderung untuk bekerja ditempat yang lebih nyaman dan bukan diperkebunan.
Menurut Riset Rancangan Malaysia (Semacam Repelita), sebanyak 54,9% dari pada mereka yang berada di sektor pertanian berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 1993, dan pekerja disektor perkebunan merupakan yang paling miskin (54,6%). Ini menyebabkan ketakutan kelompok usia muda untuk melibatkan diri dalam sektor tersebut, dirasakan tidak mempunyai masa depan yang lebih baik.

C.	Faktor-Faktor Pendorong TKI Ilegal ke Malaysia.   
	Kedatangan tenaga kerja ilegal Indonesia ini dipengaruhi juga oleh peluang dan hambatan yang ada di Indonesia sendiri. Antara lain, hambatan-hambatan tersebut :
1. 	Ledakan Penduduk yang Dihadapi Indonesia
	Penduduk Indonesia bertambah cukup pesat dengan laju pertumbuhan sebesar 2,1% dalam tahun 1961-1971 dan 2,3% dalam tahun 1971-1980. Pada periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk diperkirakan turun menjadi 2%, menjadi 1,9% pada periode 1990-2000. Dengan laju pertumbuhan tersebut penduduk Indonesia akan bertambah dan 146,8 juta dalam tahun 1980 mejadi 183,5 juta pada tahun 1990, dan menjadi 222,8 juta pada tahun 2000.
	Sejalan dengan pertumbuhan penduduk tersebut, tenaga kerja dan angkatan kerja juga meningkat. Tingginya pertumbuhan penduduk yang merupakan salah satu faktor utama kelebihan tenaga kerja secara umum menimbulkan beberapa masalah ketenaga kerjaan, antara lain masalah perluasan lapangan kerja.
	Disamping laju pertumbuhan penduduk tersebut terlihat pula gejala adanya kekurang seimbangan didalam struktur umur, dimana angkatan kerja Indonesia berusia muda merupakan bagian yang relatif besar didalam struktur angkatan kerja. Jumlah pencari kerja yang potensial hanya memiliki ijazah sekolah dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan mereka ini termasuk dalam tenaga kerja kelompok usia muda yang tidak memiliki keterampilan.
	Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di negara itu cukup kuat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakatnya termasuk penyediaan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir semenjak terjadinya krisis moneter dikawasan Asia sangat kecil dan belum terjadi perbaikan ekonomi yang signifikan. Pemerintah Indonesia cenderung masih belum mampu menyediakan lapangan kerja terhadap ledakan pertumbuhan penduduk tersebut diatas, dan bila kita lihat pertumbuhan per-sektor ekonomi agraris masih dominan dalam penyerapan tenaga kerja.
	Fakta lain juga menujukan bahwa penyebaran penduduk (tenaga kerja) diantara pulau-pulau di Indonesia kurang seimbang atau tidak merata. Hampir 62% penduduk Indonesia masih terpusat di pulau Jawa yang luasnya hanya kira-kira 7% dari luas tanah seluruh Indonesia. Masalah pemusatan penduduk ini juga timbul karena ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung ekonomi efektif potensi ekonomi dipulau Jawa dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang demikian banyak. Potensi ekonomi di luar Jawa diperkirakan sangat banyak, akan tetapi belum diolah dengan memadai sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk setempat apalagi untuk menarik sebagian penduduk pulau Jawa.
	Arus perpindahan penduduk dari luar pulau Jawa ke pulau Jawa sulit untuk dibendung karena kegiatan perekonomian, pendidikan dan sebagainya masih banyak terpusat di pulau Jawa. Sementara itu program perpindahan penduduk dri pulau Jawa keluar pulau Jawa melalui Arus Kerja  Antar Daerah (AKAD), Transmigrasi dan sebagainya kelihatannya masih belum memadai dalam arti pemerataan penyebaran penduduk.
	Disamping permasalahan-permasalahan diatas, masih terdapat permasalahan lain di tengah-tengah masyarakat dan perlu mendapat perhatian atau pemecahan, ialah adanya mentalistis 4-k dikalangan generasi muda/angkatan kerja, yaitu :
1.	Keinginan untuk bekerja dikantor, dan keengganan bekerja di sektor produktif.
2.	Kurangnya sikap kemandirian, lebih senang bekerja dibawah perintah atau untuk orang lain daripada bekerja sendiri.
3.	Kurangnya atau rendahnya keterampilan kerja, meningkatkan keterampilan dan kemampuan.









2. 	Kekurangan Peluang pekerjaan di Sektor Pertanian
	Masalah ini  dihadapi khususnya di pulau Jawa yang mempunyai dua pertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk yang begitu tinggi telah menyebabkan tekanan penduduk yag tinggi terhadap tanah pertanian terbatas. Kelebihan penduduk di pedalaman tidak dapat diserap oleh sektor pertanian seperti biasanya.
	Umumnya, kelebihan tenaga kerja dapat diselesaikan. Bagaimanapun, dengan peningkatan pertanian komersial dan penggunaan mesin pertanian, ini bukan saja menghambat peluang pekerjaan bahkan dapat mengurangi peluang pekerjaan yang tersedia.
	Masalah ini turut dihadapi oleh Filipina dan Thailand karena negara tersebut juga merupakan negara pertanian yang sedang beralih kepada penggunaan teknik pertanian modern. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ini ialah dengan menggalakan penduduknya bekerja ke luar negeri yang menjadi tumpuan Indonesia selain Timur Tengah ialah Malaysia.

	3. 	Tingkat Upah Yang Rendah Di Indonesia
	Di Indonesia, pekerja di perkebunan dibayar Rp. 6.000 sehari, buruh kontruksi             Rp. 10.000 sehari dan upah bagi yang mengerjakan sawah sebanyak Rp. 3.000 sehari.Tingkat upah yang begitu rendah menyebabkan golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian, hidup di bawah garis kemiskinaan. 
	Dengan demikian, para buruh sanggup bekerja di negara lain yang dpat menawarkan tingkat upah yang lebih tinggi untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Di Malaysia, dengan melakukan pekerjaan yang sama, mereka akan mendapat upah taga kali lipat dari pendapatan mereka di Indonesia.

4. 	Kemudahan Untuk Datang Secara Ilegal Ke Malaysia 
	Proses kedatangan tenaga kerja ilegal ini lebih dipermudah dengan adanya praktek calo yang mengurus segala keperluan seperti transportasi dan janji untuk mendapatkan pekerjaan bagi calon tenaga kerja ilegal ini. Tarif yang dikenakan bervariasi antara            Rp. 800.000 sampai Rp. 1.000.000. Banyak dari tenaga kerja ini lebih memilih menggunakan jasa calo karena lebih murah dibandingkan dengan kedatangan secara legal yaitu Rp. 2.500.000 perorang dan biokrasi serta prosedur yang harus dilalui amat rumit. Biaya keseluruhan yang harus dibayar jika masuk secara legal ialah sekitar Rp. 4 juta. 
	Kebanyakan tenaga kerja ilegal tidak memiliki uang sebanyak itu, maka kedantangan secara ilegal lebih mudah dan menjadi pilihan mereka. Berdasarkan Keimigrasian Malaysia hingga 1 Juli 1992, sebanyak 320.000 orang tenaga kerja ilegal Indonesia sudah mendaftarkan diri. Dari jumlah yang sudah mendaftar, 220.000 orang bekerja dalam sektor kontruksi dan pembantu rumah tangga sedangkan 100.000 orang dalam sektor industri.
	
D.	Permasalah TKI Ilegal Indonesia di Malaysia 
Kebanyakan sektor ekonomi Malaysia yang bergantung kepada pekerja-pekerja asing juga bergantung kepada tenaga pekerja kontrak. Secara ringkas, tenaga pekerja kontrak adalah sistem di mana pihak majikan mengupah seseorang kontraktor tenaga pekerja dan memberikan segala tanggungjawab bagi mengupah pekerja kontraktor tersebut, dan bukannya mengupah pekerja tersebut secara langsung. Pihak majikan membayar kontraktor, dan kontraktor tersebut membayar para pekerja, biasanya tanpa pengetahuan pihak majikan itu sendiri. 
Sebenarnya kebanyakan pekerja kontrak tidak mempunyai apa-apa kontrak bertulis, tidak menikmati apa-apa ganjaran, dan bekerja di bawah keadaan-keadaan yang salah di sisi undang-undang Malaysia, apa lagi di sisi taraf antarabangsa. Bagi pihak majikan, sistem ini memudahkan usaha mereka karena memberikan tanggungjawab kepada orang lain, sambil mereka dapat mengurangkan kos gaji. Bagi pihak kontraktor, sistem tersebut sangatlah lumayan karena mereka berurusan secara langsung dengan para pekerja dan dapat mengambil sebahagian daripada gaji mereka.
Bagi para pekerja, walaupun ia bermakna bahwa mereka dapat mencari atau mengubah pekerjaan dengan mudah dan tanpa masalah birokratik, ia juga bermakna bahwa mereka seringkali tertakluk kepada kepentingan-kepentingan luar. Tanpa mengira jika pekerja itu adalah pekerja sah atau tanpa izin, mereka biasanya mempunyai hutang yang besar dengan pihak kontraktor, dan kadang-kala dipaksa bekerja untuk membayar hutang tersebut. 
Pihak kontraktor pula dapat memeras pekerja tanpa izin dengan mengancam melaporkan pekerja itu kepada pihak berkuasa jika tidak membayar hutang. Ini hanyalah satu daripada masalah yang dihadapi oleh pekerja kontrak; masalah-masalah lain akan dibincangkan dibawah, tetapi secara asasnya, ia merangkumi penyimpanan surat perjalanan oleh pihak kontraktor untuk memastikan yang para pekerja tidak melarika diri,  pengambilan sebahagian daripada gaji pekerja oleh pihak kontraktor, kegagalan memberikan sumbangan bagi pihak pekerja kepada rancangan keselamatan sosial Malaysia, dan sebagainya. 
Menurut jabatan pekerja, diantara tahun 1992 dan bulan Juni 1996, pendatang dari Indonesia telah memuat 30 aduan mengenai gaji yang belum dibayar dan 28 lagi aduan berkenaan dengan pemecatan. Jumlah adauan yang sangat rendah berbanding dengan jumlah pendatang asing dari Indonesia menunjukkan kerusuhan yang dihadapi oleh pendatang asing, terutama apabila berhadapan dengan pihak berkuasa.
 
E.	Latar Belakang di Berlakukan nya UU Imigrasi Baru di Malaysia 	
Berbagai usaha untuk mengatasi dan mengatur masuknya TKI Ilegal Indonesia ke Malaysia sebelum tahun 1999 telah dilakukan oleh pemerintah kedua negara. Diantarannya adalah dengan penandatanganan Persetujuan Medan 1994. Namun ternyata hasil yang didapat dari persetujuan ini tidak seperti yang diharapkan. Perjanjian ini sama sekali tidak berhasil menghentikan arus TKI ilegal dan para calo pun terus melakukan rekruitmen ilegalnya terhadap tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia. 
Tindakan selanjutnya yang diambil oleh pemerintah kerajaan Malaysia yaitu dengan melakukan operasi Bina I, II dan Bina III pada tahun 2000. Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan biaya hampir RM 92,2 juta untuk mendeportasikan para TKI ilegal tersebut pada tahun 2000 dan itu belum termasuk biaya mereka di dalam penjara. 
Umumnya mereka yang di deportasikan adalah mereka yang tertangkap oleh Operasi Bina I di perbatasan yang belum sempat bekerja, dan Operasi Bina II dan bina III sasarannya adalah mereka yang telah berhasil masuk dan telah melakukan kegiatan kerja.
Pada tahun 2002 tepatnya di bulan Januari, terjadi aksi kerusuhan yang dilakukan 400 TKI di asrama pekerja pabrik tekstil di Nilai, Negara Bagian Negeri Sembilan. Para pekerja ini melakukan tindak kerusuhan setelah pihak kepolisian menangkap 16 rekan mereka yang diduga mengkonsumsi narkotika. Kerusuhan ini meluas hingga pasukan anti huru-hara dari Kuala Lumpur tidak dapat mengendalikan keadaan. Bahkan para perusuh tersebut masih terus membakar benda-benda yang ada di sekitar asrama. Walau tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan ini, 3 mobil hancur dan kerusakan terjadi di sekitar asrama TKI tersebut.
Akibat aksi kerusuhan ini Perdana menteri Malaysia Mahathir Mohammad dan pejabat tinggi Malaysia mengecam tindakan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintahnnya akan memberikan prioritas penerimaan tenaga kerja asing dari negara di luar Indonesia. Kemungkinan di masa depan, tutur mahathir, pemerintahnya hanya akan menerima tenaga kerja dari negara lain, yang tidak menimbulkan persoalan di negerinya.
Akibat kerusuhan ini pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di Malaysia. Kebijakan itu dilakukan, menyusul adanya rencana Pemerintah Malaysia memulangkan setengah dari 900.000 pekerja Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia.
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Depnakertrans telah mengirim utusan ke Kuala Lumpur. Di sana, utusan ini bergabung dengan Tim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Malaysia. Kebijakan pemulangan TKI dari Malaysia, dan penghentian pengiriman ke Malaysia akan berimplikasi buruk dalam upaya menurunkan pengangguran di Indonesia. Penggangguran akan terus bertambah, dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Kemudian pemerintah Malaysia melakukan amandemen Undang-Undang Imigrasi 1959/63 Malaysia, dan memberlakukan Undang-Undang Keimigrasian atau “Akta Imigresen 2002” yang mengatur hukuman badan dan denda kepada tenaga kerja asing yang bermukim di negara itu secara tidak sah. Karena beratnya hukum itu, pemerintah kerajaan Malaysia memberikan kesempatan kepada pendatang asing ilegal untuk keluar, atau mengurus persyaratan tinggal (paspor dan visa kerja) jika ingin tetap berada di sana dalam waktu empat bulan. Pemerintah Malaysia memberikan masa pengampunan sejak 21 maret hingga 31 Juli 2002. Akta Imigresen 2002 ini resmi ditetapkan pada 1 Agustus 2002, langkah pemerintah Malaysia untuk mendukung kebijakan ini dengan melakukan razia pendatang haram akan dilakukan tim dari Polis Gerakan Am (PGA). Kehakiman, dan Imigrasi, di tiap wilayah negara itu. Bagi pekerja asing ilegal yang tertangkap dalam razia itu, harus siap diancam dengan ancaman denda RM 10.000 atau penjara lima tahun dan hukuman sebat (cambuk) sebanyak enam kali, sesuai pasal-pasal Akta Imegresen 2002.

F.	Pelaksanaan UU Imigrasi Baru Malaysia
Seperti diketahui, Pemerintah Malaysia telah mengamandemen Undang-Undang Imigrasi 1959 Tahun 1963 menjadi Undang-Undang A 1154 Tahun 2002, yang akan memberikan hukuman lebih berat bagi pekerja ilegal, majikan, pihak yang menampung maupun yang melindungi pendatang haram di Malaysia. Ancaman hukuman bagi seluruhnya, antara lain hukuman material berupa denda serta hukuman fisik berupa penahanan dan cambuk dengan rotan. Berikut ini uraian daripada isi Undang-undang Akta Imigrasi 1959/63 dan sangsinya yaitu  :
I.	Kemasukan ke dalam dan berlepas daripada Malaysia
(1)	Menteri boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, menetapkan laluan-laluan yang dibenarkan dan mengisytiharkan pusat-pusat kawalan imigresen, tempat-tempat masuk yang tertentu sebagaimana yang ia fikir mustahak bagi tujuan-tujuan Akta ini, sebagai pusat-pusat kawalan imigresen, tempat-tempat mendarat yang dibenarkan, lapangan terbang yang dibenarkan atau tempat-tempat masuk yang dibenarkan, mengikut mana yang berkenaan, dan tiada sesiapa pun yang boleh, melainkan secara terpaksa dengan sebab kemalangan atau lain-lain sebab yang munasabah memasuki Malaysia atau meninggalkan Malaysia melainkan di tempat mendarat, di lapangan terbang, atau di tempat masuk yang dibenarkan.
(2)	Mana-mana orang yang melanggar peruntukan subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan terhadap Akta ini.

II.	Kawalan masuk ke dalam Malaysia
(1) Tiada sesiapa pun selain daripada seseorang warganegara yang boleh memasuki Malaysia melainkan …… 
-	Ia memiliki permit Masuk yang sah yang dikeluarkan dengan sah ; 
-	Namanya diendorskan di atas Permit Masuk yang sah, dan ia masuk bersama-sama dengan pemegang Permit;
-	Ia memiliki suatu pas yang sah yang dikeluarkan dengan sah kepadanya bagi memasuki Malaysia; atau
-	Ia dikecualikan daripada sekyen ini oleh suatu perintah yang dibuat di bawah sekyen V.
(2)	(Dimansuhkan).
(3) 	Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila sabit kesalahan, bertanggungan kepada suatu benda tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit atau penjara bagi tempoh tidak lebih lima tahun atau kedua-duanya, dan hendaklah juga bertanggungan kepada sebatan tidak lebih daripada enam sebatan. 
(4) Beban membuktikan bahwa seseorang yang memasuki Malaysia tanpa melanggar peruntukan subseksyen (1) hendaklah terletak ke atas orang itu, dan dalam mana-mana pendakwaan terhadap suatu kesalahan di bawah subseksyen (1), maka tidaklah perlu dinyatakan dalam suatu pertuduhan tentang tarikh, waktu, tempat atau cara kemasukan orang tersebut ke malaysia, atau cara-cara perjalanan yang digunakan bagi kemasukan itu, dan pendakwaan tersebut boleh diadakan di mana-mana tempat di Malaysia.

III.	Hak masuk
(1)	- 	Seseorang warganegara hendaklah berhak memasuki Malaysia tanpa perlu mendapatkan Permit atau pas bagi maksud tersebut di bawah Akta ini.
  -	 (Dimansuhkan).
(2)	(Dimansuhkan).
(3)	Beban membuktikan bahwa mana-mana orang itu adalah warganegara terletak ke atas orang itu sendiri.

IV.	Imigran-Imigran larangan
(1)	Mana-mana orang yang pada pendapatan Ketua Pengarah. 
-	Menjadi anggota mana-mana golongan yang dilarang sebagaimana yang ditakrifkan di bawah subseksyen (3) dan bukan warganegara ialah seorang imigran larangan.
-	(Dimansuhkan). 
(2)	Tertakluk kepada mana-mana pengecualian yang diberikan di bawah seksyen V.
-	Tiada imigran larangan yang menjadi anggota golongan yang dilarang yang ditakrifkan di bawah subseksyen (3)  boleh memeasuki Malaysia atau jika menjadi seorang ahli kelas larangan tertentu selepas memasuki Malaysia, tinggal di Malaysia; dan
-	Tiada lain-lain imigran larangan boleh memasuki Malaysia, melainkan ia memiliki suatu pas yang sah bagi maksud tersebut yang dikeluarkan kepada imigran larangan di bawah mana-mana peraturan yang diperbuat di bawah Akta ini.
(3)	 Orang-orang yang berikut ini adalah anggota-anggota golongan yang dilarang:
-	Mana-mana orang yang tidak dapat menunjukka bahwa ia mempunyai punca pendapatan untuk menyara dirinya dan tanggungannya (jika ada) atau bahwa ia mempunyai kerja tertentu yang menantinya, atau yang mungkin menjadi seorang yang papa atau menjadi beban orang awam;
-	Mana-mana orang yang mengalami sakit otak atau mempunyai kecacatan mental, atau mengalami penyakit menjangkit atau menular yang menjadikan kehadirannya di Malaysia berbahaya kepada masyarakat;
-	Mana-mana orang yang enggan membuat pemeriksaan perubatan selepas dikehendaki berbuat deminikian di bawah seksyen 39A (1);
-	Mana-mana orang yang….
(i)	Telah disabitkan di mana-mana negara atau negeri bagi mana-mana kesalahan dan dihukum penjara bagi sebarang tempoh, dan tidak menerima pengampunan; dan
(ii)	Dengan sebab keadaan-keadaan yang berhubung dengan sabitan dianggap oleh Ketua Pengarah sebagai seorang imigran pendatang yang tidak diingini; 
-	Mana-mana pelacur, atau mana-mana orang, yang hidup atas atau menerima, atau yang, sebelum memasuki Malaysia, hidup atas atau menerima, hasil pelacuran;
-	Mana-mana orang yang memperoleh atau cuba untuk membawa ke Malaysia pelacur atau wanita atau gadis bagi tujuan pelacuran atau lain-lain tujuan yang tak moral;
-	Kuturayau atau peminta sedekah tetap;
-	Mana-mana orang yang mempercayai atau menjalankan kegiatan untuk menjatuhkan secara paksa atau kekerasan mana-mana Kerajaan di Malaysia atau mana-mana kerajaan yang ditubuhkan atau undang-undang perlembagaan atau kuasa atau yang tidak mempercayai atau menentang kerajaan yang ditubuhkan atau yang menjalankan pembunuhan pegawai-pegawai awam, atau yang menganjurkan atau mengajar tetang kerosakan harta benda secara menyalahi undang-undang;
-	Mana-mana orang yang menjadi anggota atau bergabung dengan mana-mana pertubuhan yang berkaitan dengan atau memberi ajaran tentang ketidakpercayaan dalam atau menentang kerajaan yang wujud atau menjalankan atau mengajar tentang kewajiban, keperluan atau kewajaran serangan yang menyalahi undang-undang atau membunuh mana-mana pegawai atau pegawai-pegawai, sama ada secara individu tertentu atau pegawai pada amnya, mana-mana Kerajaan di Malaysia atau mana-mana Kerajaan yang ditubuhkan, disebabkan oleh sifat rasminya atau mereka menganjurkan atau mengajar tentang kerisakan harta benda secara menyalahi undang-undang;
-	Mana-mana orang yang berikutan dengan maklumat yang diterima dari mana-mana sumber yang disifatkan oleh Menteri sebagai boleh dipercayai, atau dari mana-mana kerajaan, melalui saluran resmi atau diplomatik, disifatkan oleh Menteri sebagai imigran yang tidak diingini;
-	Mana-mana orang yang telah dipindahkan daripada mana-mana negara atau negari oleh kerajaan negara atau negeri itu sebagai pemulangan bagi apa-apa sebab pun dan yang, dengan sebab keadaan-keadaan yang berhubung dengannya, adalah disifatkan oleh Ketua Pengarah sebagai imigran yang tidak dingini;
-	Mana-mana orang yang sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang bertulis yang pada masa itu berkuatkuasa supaya memiliki dokumen perjalanan yang sah, tidak memiliki dokumen-dokumen itu atau memiliki dokumen-dokumen perjalanan yang diubah palsu atau dokumen perjalanan yang tidak mematuhi dengan sepenuhnya undang-undang tersebut;
-	Keluarga dan orang-orang tanggungan seorang imigran larangan; dan
(4)	Beban membuktikan bahwa mana-mana orang yang ingin memasuki Malaysia bukanlah imigran larangan terletak ke atas orang itu.
(5)	Tertakluk kepada mana-mana pengecualian yang diberikan dibawah seksyen e, jika mana-mana imigran larangan memasuki Malaysia selain daripada mengikut Pas yang sah yang dikeluarkan dengan sah kepadanya, maka ia adalah melakukan suatu kesalahan terhadap Akta ini.





V.	Membawa seseorang ke Malaysia bertentangan dengan Akta ini.
(1)	Mana-mana orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, dengan membawa ke Malaysia dalam atau atas mana-mana kenderaan, vesel atau pesawat udara mana-mana orang yang bertentangan dengan Akta ini adalah bersalah dengan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila sabit kesalahan, bertanggungan kepada suatu denda tidak kurang dari sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih lima puluh ribu ringgit dan penjara bagi tempoh tidak kurang dari dua tahun tetapi tidak lenih dari lima tahun dan hendaklah juga bertanggungan kepada sebat bagi tidak lebih dari enam sebatan. 
(2)	Jika kesalahan dalam subyeksyen (1) telah oleh suatu badan perbadanan, badan perdananan itu hendaklah bersalah akan kesalahan itu  dan hendaklah, apabila sabit kesalahan, bertanggungan kepada denda tidak kurang daripada tiga ribu ringgit tetapi tidak lebih daripada seratus ribu ringgit.
(3)	Jika kesalahan di bawah subyeksyen (1) telah dilakukan oleh suatu badan perbedaan,mana-mana orang yang pada masa berlakunya kesalahan itu adalah seorang anggota lembaga pengarah, seorang pengurus, seorang setiausaha atau seorang yang memegang jawatan atau tugas yang serupa dengan seorang yang memegang jawatan atau tugas yang serupa dengan seorang pengurus atau setiausaha bagi badan perbadanan hendaklah bersalah bagi kesalahan itu dan hendaklah, apabila disabitkan, bertanggungan kepada suatu denda tidak kurang dari tiga puluh ribu ringgit tetapi tidak lebih dari seratus ribu ringgit dan penjara bagi tempoh tidak kurang dari dua tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun dan hendaklah juga bertanggungan kepada sebat tidak kurang dari enam kali sebatan.
(4)	Tanpa menjejaskan subseksyen (1), jika kesalahan di bawah subsyksyen (1) telah dilakukan oleh seorang yang telah dibuktikan dan mahkamah berpuas hati bertindak secara bersama dengan seorang atau lebih orang dalam melakukan keslahan di bawah subsekyen (1), orang itu hendaklah, apabila sabit kesalahan, bertanggungan kepada suatu denda tidak kurang dari tiga puluh ribu ringgit tetapi tidak lebih dari seratus ribu ringgit dan penjara bagi tempoh tidak kurang dari dua tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun dan hendaklah juga didenda dengan sebatan tidak lebih dari enam sebatan.
 
VI.	Mengambil kerja seseorang yang tidak memiliki Pas yang sah.
(1)	Mana-mana orang yang mengambil kerja satu atau lebih orang, selain daripada warganegara atau pemegang suatu Permit masuk, yang tidak memiliki suatu Pas sah adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah atas sabit kesalahan, bertanggungan kepada denda yang tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit tetapi tidak lebih daripada lima puluh ribu ringgit tetapi tidak lebih dua belas bulan atau kedua-duanya bagi tiap seorang yang diambil bekerja.
(2)	Suatu Pas secara sahnya dikeluarkan kepada mana-mana orang hendaklah terhenti berkuatkuasa sebagai Pas yang sah apabila mana-mana syarat dan terma ini dilanggari.
(3)	Jika, di dalam kes bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen (1), mahkamah berpuas hati setelah dibuktikan bahawa orang itu pada masa yang sama mengambil kerja lebih daripada lima orang yang sedemikian, orang itu hendaklah, apabila sabit keslahan, bertanggungan untuk pemenjaraan bagi suatu tempoh tidak kurang daripada enam bulan tetapi tidak lebih daripada lima tahun dan hendaklah juga bertanggungan untuk dikenakan sebatan tidak lebih dari enam sebatan.
(4)	Bagi maksud seksyen ini seseorang yang melakukan apa-pa perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang yang diambil kerja di suatu tempat pengambilan kerja sama ada atau tidak untuk bayaran hendaklah dianggap, melainkan dibuktikan sebaliknya, sebagai telah diambil bekerja.
(5)	Jika kesalahan di bawah subseksyen (1) telah dilakukan oleh suatu badan perbadanan, mana-mana orang yang pada masa berlakunya kesalahan itu merupakan seorang anggota lembaga pengarah, seorang pengurus, seorang setiausaha atau seorang yang memegang jawatan atau kedudukan yang serupa dengan seorang pengurus atau setiausaha bagi badan perbadabab adalah bersalah atas kesalahan itu dan adalah bertanggungan ke atas hukuman yang sama dengan badan perbadanan yang bertanggungan di bawah subseksyen (1) atau (3).

VII.	Pembelaan.
Pembelaan merupakan suatu pembelaan bagi mana-mana oarang yang ditidih subseksyen V (30), VI (5) atau IX (6) jika dia membuktikan ….
-	bahwa kesalahan itu dilakukan tanpa pengetahuannya atau bekerjasama secara diam-diam; atau
-	bahwa dia….
(i)	telah mengambil segala langkah yang sepatutnya; dan
(ii)	telah melaksanakan segala ketentuan yang sepatutnya
     Untuk menghalang daripada berlakunya kesalahan yang dia sepatutnya ambil dan laksanakan dengan mengambil kira akan kedudukannya dalam kapasiti itu dan juga semua hal keadaan.

VIII.	Pemalsuan atau pindaan bagi pengendorsan atau dokumen
Mana-mana oarang yang membuat, memalsukan atau meminda suatu pengendorsan atau suatu dokumen untuk digunakan sebagai suatu visa, Permit, Pas atau Kelayakan di bawah Akta ini adalah bersalah, apabila disabitkan, bertanggungan kepada suatu denda tidak kurang daripada tiga puluh ribu ringgit dan penjara bagi suatu tempoh tidak kurang daripada lima tahun tetapi tidak lebih daripada sepuluh tahun dan hendaklah juga dihukum sebat tidak lebih daripada enam sebatan.

IX.	Penduduk dilarang membenarkan imigran haram untuk masuk dan tinggal di premis
(1)	Tiada penduduk yang boleh membenarkan mana-mana imigran haram untuk masuk atau tinggal di mana-mana premis.
(2)	Seorang penduduk yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, jika bersabit, bertanggungan dengan suatu denda tidak kurang daripada lima ribu ringgit dan tidak lebih daripada tiga puluh ribu ringgit atau dipenjara bagi tempoh tidak lebih dua belas bulan atau kedua-duanya bagi setiap imigran haram yang dijumpai di premis, dan dalam kes pensabitan yang kedua atau seterusnya, dengan denda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih daripada enam puluh ribu ringgit atau di penjara bagi tempoh tidak lebih dua tahun atau kedua-duanya bagi setiap imigran haram yang dijumpai di premis-premis.  
(3)	Bagi maksud-maksud seksyen ini, adalah dianggapkan, melainkan pertentangan dapat dibuktikan, bahwa seorang penduduk, dalam kes di mana seorang imigran haram dijumpai di premisnya…
(i)	Telah membenarkan imigran haram itu untuk masuk atau tinggal di premis itu; dan
(ii)	Mempunyai pengetahuan bahwa orang itu adalah seorang imigran haram 
(4)	Anggapan-anggapan dalam subsekyen (3) itu tidak bolehdicabar melainkan penduduk membuktikan bahwa dia telah mengambil semua langkah-langkah yang sewajarnya, termasuk semua langkah-langkah yang ditetapkan, untuk menghalang mana-mana imigran haram daripada masuk atau tinggal di premis itu.
(5)	Bagi maksud-maksud subsekyen (4), Menteri boleh melalui peraturan-peraturan menetapkan langkah-langkah yang dikehendaki untuk diambil-pakai oleh penduduk itu.
(6)	Jika suatu kesalahan di bawah subsekyen (1) telah dilakukan oleh sebuah badab perbadanan, mana-mana orang yang pada masa berlakunya kesalahan itu merupakan seorang anggota lembaga pengarah, seorang pengurus, seorang setiausaha atau seorang yang memegang jawatan atau kedudukan yang serupa dengan seorang pengurus atau seorang setiausaha bagi badan perbadanan itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila sabit kesalahan bertanggungan kepada hukuman yang sama dengan badan perbadanan yang bertanggungan di bawah subseksyen (2).
(7)	Dalam sekyen ini, melainkan konteks itu menghendaki yang sebaliknya…
“Imigran haram” artinya seorang, selain daripada warganegara Malaysia, yang melanggar seksyen 5,6,8,9 atau 15 dalam Akta ini atau peraturan 39 di bawah Peraturan Imigresen 1963;
“Penduduk” berhubungan kepada mana-mana premis, artinya seorang penduduk yang mempunyai kuasa, mengurus atau mengawal premis itu;
“premis-premis” termasuk ….
(i)	Mana-mana tanah, bangunan atau sebahagian daripada bangunan itu
(ii)	Mana-mana temapat samada terbuka atau tertutup
(iii)	Mana-mana kenderaan, vesel atau pengangkutan udara
(iv)	Mana-mana penempatan di daratan, penempatan di pantai atau lain-lain penempatan samada di dasar laut atau di atas permukaan laut pada mana-mana perariran;
(v)	Mana-mana struktur yang bergerak atau tidak bergerak;

X.	Kesalahan-kesalahan.




(iv)	Melindungi mana-mana orang yang ia ketahui atau mempunyai sebab munasabah untuk mempercayai bahwa orang itu telah bertindak berlawanan dengan Akta kecuali seksyen i ini;
(v)	(Dimansuhkan);
(vi)	Membuat atau menyebabkan supaya dibuat apa-apa laporan palsu, kenyataan palsu atau representasi palsu berhubung dengan mana-mana obligasi yang dikenakan oleh Akta ini;
(vii)	Menentang atau menghalang, secara aktif atau pasif, mana-mana pegawai imigresen dalam menjalankan tugas-tugasnya;
(viii)	Tanpa alasan yang sah, menggangu atau menghalang mana-mana pemindahan di bawah Akta ini
(ix)	Memberi, menjual atau melepaskan pemilikan mana-mana Permit Masuk, Pas, Dokumen Perjalanan Dalam negeri atau Perakuan supaya ia digunakan secara berlawanan dengan perenggan (x)
(x)	Menggunakan mana-mana Permit Masuk, Pas, Dokumen Perjalanan Dalam Negeri atau Perakuan yang dikeluarkan kepada mana-mana orang lain seolah-olah ia telah dikeluarkan kepadanya;
(xi)	Memperolehi atau cuba untuk memperolehi untuk dirinya atau untuk orang lain secara membuat kenyataan palsu mana-mana Permit Masuk, Pas, Dokumen Perjalanan Dalam Negeri atau Perakuan; atau
(xii)	Mengguna atau tanpa kuasa yang sah mempunyai dalam pemilikannya apa-apa Permit Masuk, Pas, Dokumen Perjalanan dalam Negeri atau Perakuan yang palsu, yang dipinda secara menyalahi undang-undang atau luar biasa atau lain-lain dokumen yang dikeluarkan sedemikian di mana pa-apa pendendorsan telah dipalsukan atau dipinda secara menyalahi undang-undang.
(2)	Mana-mana orang yang bukan seorang warganegara yang memasuki semula secara menyalahi undang-undang atau mencuba secara menyalahi undang-undang untuk memasuki atau memasuki semula ke Malaysia atau berada dalam Malaysia secara menyalahi undang-undang hendaklah, sama ada atau tidak mana-mana prosiding diambil terhadap berkaitan dengan kesalahan itu, dipindahkan daripada Malaysia dengan perintah Ketua Pengarah.
(3)	Sekiranya nahkoda bagi mana-mana vesel dipertuduh dengan sesuatu kesalahan terhadap Akta ini, plepasan vesel itu boleh ditolak sehingga pertuduhan itu telah didengar dan denda yang dikenakan, jik ada, telah dibayar.
(4)	Sekiranya dalam mana-mana prosinding di bawah Akta ini telah dibuktikan bahwa defendan telah gagal untuk menunjukkan apabila diminta oleh seorang pegawai imigresen atau seorang pegawai polis….
(i)	Mana-mana Permit, Pas atau Perakuan yang sah yang dikeluarkan kepadanya di bawah Akta ini;
(ii)	(Dimansuhkan);
(iii)	Mana-mana dokumen lain yang diterima oleh Ketua Pengarah sebagai keterangan bahwa defendan telah memasuki atau berada di Malaysia secara sah; atau
(iv)	Mana-mana keterangan lain yang menunjukkan sehingga Ketua Pengarah berpuas hati bahwa defendan dikecualikan daripada seksyen 6 (1)
	Hendaklah dianggapkan, sehingga dibuktikan sebaliknya, bahwa, ia telah, mengikuti mana yang berkenaan, memasuki atau memasuki semula, atau berada di Malaysia secara menyalahi undang-undang. 

XI.	Penalti am.
Mana-mana orang yang didapati bersalah karena melakukan suatu kesalahan terhadap Akta ini yang mana tidak ada penalti yang diperuntukkan hendaklah, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak melebihi sepeuluh ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-dua sekali.

XII.	Perbicaraan kesalahan-kesalahan.
(1)	Semua kesalahan terhadap Akta ini hendaklah dimabil ketahui ….
(i)	Di Malaysia Barat, oleh Mahkamah Sesyen dan oleh Mahkamah Majistret Kelas Pertama; dan
(ii)	Di Malaysia Timur, oleh Mahkamah Majistret Kelas Pertama.
(2)	Tiada pendakwaan boleh dibawa bagi apa-apa kesalahan terhadap Akta ini tanpa sanksi bertulis Pendakwa Raya; 
Dengan syarat bahwa tiada apa-apa dalam seksyen ini yang menghalang mana-mana pegawai polis atau pegawai imigresen daripada menjalankan kuasa-kuasanya untuk menangkap atau menahan mana-mana orang di bawah Akta ini.
(3)	Di Malaysia barat mana-mana Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Majistret Kelas Pertama, dan di Malaysia Timur mana-mana Mahkamah Majistret Kelas Pertama boleh, walau apapun di dalam Akta Mahkamah Rendah, 1948, kanun Prosedur jenayah di Sabah atau kanun Prosedur jenayah di sarawak, mengikut mana yang berkenaan, mengenakan hukuman penuh yang ditetapkan bagi apa-apa kesalahan kecuali bahwa Mahkamah Majistret, selain daripada majistret Stipendari di Malaysia Timur, hendaklah tidak mengenakan hukuman penjara selama tempoh melebihi tempoh penjara yang Majistret Kelas pertama boleh menjatuhkan di bawah Akta Mehkamah Rendah 1948.
		
XIII.	Kuasa untuk mengkompaun.
(1)	Mana-mana orang yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, boleh, dengan kebenaran daripada Pendakwaan raya, mengkompaun apa-apa kesalahan sedemikian sebagaimana boleh ditetapkan sebagai kesalahan yang boleh dikompaun melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, dengan menerima sejumlah wang dari orang yang semunasabahnya disyaki melakukan kesalahan pada waktu itu sebagaimana yang dinyatakan dalam tawaran bertulisnya.
(2)	Tawaran di bawah subseksyen (1) boleh dibuat pada bila-bila masa selepas suatu kesalahan itu dilakukan, dan apabila jumlah yang dinyatakan dalam tawaran itu tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan dalam tawaran, atau suatu masa lanjutan telah diberi seorang yang dinyatakan di dalam subsekyen (1), pendakwaan ke atas kesalahan itu boleh dimulakan selepas itu pada bila-bila masa terhadap orang yang padanya tawaran itu telah dibuat.
(3)	Apabila suatu keslahan telah dikompaunkan di bawah subsekyen (1), tiada pendakwaan boleh dimulakan berkenaan kesalahan terhadap orang yang tawaran untuk mengkompaun telah dibuat.
(4)	Apa-apa bayaran wang kepada orang yang dinyatakan mengikut subsekyen (1) hendaklah di masukkan ke dalam dan menjadi sebahagian Kumpulan Wang Persekutuan.

XIV.	Ketakmasukan hak untuk didengar.
Tiada seseorang atau tiada ahli suatu golongan orang boleh diberi peluang untuk didengar sebelum Menteri atau Ketua Pengarah, atau dalam kes bagi suatu Negeri di Malaysia Timur, pihak Berkuasa Negeri, membuat apa-apa perintah terhadapnya berkenaan dengan apa-apa perkara di bawah Akta ini atau mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta ini.

XV.	Pengecualian bagi kajian penghakiman.
(1)	Tidak akan diadakan kajian kehakiman dalam mana-mana mahkamah bagi apa-apa tindakan yang dilakukan atau apa-apa keputusan yang dibuat oleh Menteri atau Ketua Pengarah, atau dalam kes bagi suatu negeri di Malaysia Timur, Pihak Berkuasa Negeri, dibawah Akta ini kecuali berkaitan dengan apa-apa soalan berhubung dengan pematuhan mana-amana keperluan prosedural Akta ini atau peraturan-peraturan yang mengawal tindakan atau keputusan.
(2)	Dalam seksyen ini” kajian kehakiman” termasuklah prosiding yang dikendalikan dengan cara ….
(i)	suatu permohonan bagi apa-apa perintah keutamaan bagi mandamus, larangan dan  certiorari;
(ii)	suatu permohonan bagi suatu perisytiharaan atau suatu injuksi;
(iii)	apa-apa writ habeas corpus; atau
(iv)	apa-apa samaan atau tindakan lain yang berhubung dengan atau timbul daripada apa-apa perbuatan yang dilakukan atau apa-apa keputusan yang dibuat menurut apa-apa kuasa yang diberikan kepada Menteri atau Ketua Pengarah, atau dalam kes suatu negeri di Malaysia Timur, Pihak Berkuasa negeri, melalui apa-apa peruntukan Akta ini. 

XVI.	Takrif-takrif ”Ketua Pengarah” dan ‘perintah” dalam seksyen n dan o.
Dalam seksyen XIII dan XV …
(i)	“Ketua Pengarah” termasuklah mana-mana pegawai imigresen yang menjalankan fdan menunaikan kuasa-kuasa dan kewajipan-kewajipan yang terletakhak pada Ketua Pengarah; dan
(ii)	“perintah” termasuklah apa-apa keputusan atau arahan, dan juga apa-apa tindakan pembatalan mana-mana Pas, Permit atau Perakuan.

XVII.	Imbuhan.
Ketua Pengarah boleh memerintahkan imbuhan itu sebagaimana yang difikirkan patut untuk dibayar kepada mana-mana orang bagi apa-apa perkhidmatan yang diberikan berhubung dengan pengesanan dan pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini.
		
XVIII.	Pemansuhan dan kecualian.
Ordinan Imigresen Persekutuan Tanah Melayu, 1952, dan tertakluk seksyen 74, Ordinan Imgresen Sabah, 1962, dan Ordinan Imigresen Sarawak adalah dengan dimansuhkan:
Dengan syarat bahwa….
(i)	Mana-mana orang di Malaysia yang mana kehadirannya menyalahi undang-undang di bawah Ordinan-Ordinan yang dimansuhkan tersebut hendaklah dianggap sebagai menyalahi undang-undang di Malaysia bagi maksud-maksud Akta ini;
(ii)	Mana-mana orang di Malaysia yang dibenarkan berada secara sementara di Malaysia di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa sebelum mula berkuatkuasa Akta ini hendaklah disifatkan sebagai pemegang Pas yang dikeluarkan di bawah Akta ini untuk tempoh yang ia dibenarkan berada di Malaysia di bawah peruntukan-peruntukan undang-undang tersebut; dan
(iii)	Mana-mana kuasa untuk memasuki Malaysia yang diberikan di bawah mana-mana undang-undang yang berkuatkuasa sebelum mula berkuatkuasa Akta ini dan sah pada tarikh itu hendaklah disifatkan sebagai Permit atau Pas yang sah, mengikut mana yang diperlukan, yang dikeluarkan di bawah Akta ini tetapi tertakluk kepada apa-apa sekatan yang dikenakan oleh undang-undang itu.	

(iv)	
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